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TINJAUAN TEORITIS

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian pada bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah
lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di
Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal
sebagai bapak koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang
mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan
bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.
Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang
didirikannya. *

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi yang berbentuk

sosial ekonomi dan merupakan wadah masyarakat pedesaan untuk

mencapai harapan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, pada tataran
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sosial, ekonomi dan budaya. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan

lembaga ekonomi yang dapat membantu petani dalam mengadakan sarana

produksi pertanian, permodalan, dan menjamin pemasaran produksi
pertanian yang penyelenggaraannya berdasarkan sistem demokrasi dari
masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Bedasarkan hal
tersebut, maka KUD adalah wahana para petani untuk mencapai harapan
agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani dipedesaan.

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi
sebagai berikut.

1. koperasi adalah perkumpulan orang-orang (association of person)

2. penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan (voluntarily
juined together)

3. terdapat tujuan ekonomi uang ingin dicapai (to achieve a common
economic end)

4. koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha)
yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (formation of a
democraically controlled business organization)

5. terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (making
equetable contribution to the capital required)

6. anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
(accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu
perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang

memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan
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bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.*®

P. j. V. Dooren sudah mengatakan bahwa, tidak ada satupun
definisi koperasi yang diterima secara umum. Kendati demikian, Dooren
tetap memberikan definisi koperasi. Dooren sudah memperluas pengertian
koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan
tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum
(corporate).*

Bapak koperasi Indonesia, Moh. Hatta mendefinisikan koperasi
lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang
dikandung koperasi. Dia mengatakan, ‘“koperasi adalah usaha bersama
untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-
menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan
memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua
buat seorang’.”

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-
menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang
berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-
mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-
royong.

Definisi koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 tentang

perkoperasian adalah sebagai berikut. “koperasi adalah badan usaha yang

%3 bid, h, 254
3 kasmir, loc cit
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beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengnan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.®
Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi Indonesia mengandung
5 unsur sebagai berikut:
1. Koperasi adalah badan usaha (business enterprise)
Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba.
Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis,
dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan hukum
koperasi
Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal.
Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah
minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi
koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 badan
hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus
dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai
kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-
prinsip koperasi”
Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip koperasi
Indonesia, secara singkat prinsip koperasi ini pada dasarnya

merupakan jati diri koperasi.

% Ibid, h, 256
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4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia merupakan bagian dari
sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha
koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi
juga kepada masyarakat umum.

5. Koperasi Indonesia “Berazaskan Kekeluargaan”

Dengnan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan
organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang
diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari
azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan
cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan
berkoperasi.

2. Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan organisasi yang dicanangkan oleh pemerintah
dengan tujuan agar organisasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita baik anggota
maupun non anggota.

Dalam UU No 25 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan
bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar

1945.
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Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan
anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha.
Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan
masyarakat umum.

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari
peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah
diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan
melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih
mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat
ditandai dengan rendahnya pendapatan rill. Apabila pendapatan rill
seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi
seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan
jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan
kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan Kkoperasi itu
diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (rill) para
anggotanya. dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat
abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih
konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat
dilakukan secara nyata.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk
pendapatan nominal pendapatan rill. Pendapatan nominal adalah seseorang

yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan
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pendapatan rill adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah
barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan
membelanjakan nominalnya (uangnya). Apabila pendapatan nominal
seseorang meningkat, sementara harga-harga barang / jasa tetap (tidak
naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang / jasa untuk
memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat
pula.

. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang
berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja. Prinsip-
prinsip koperasi Indonesia UU No. 12 1967, jika dilihat dari sejarah
perundang-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka
sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UU No. 79 Tahun
1958 tentang perkumpulan koperasi, UU No. 14 Tahun 1965, UU No. 12
Tahun 1967 tentang memperhatikan kriteria dan pengertian organisasi
koperasi diatas, maka sub-sub sistem organisasi koperasi terdiri dari:

a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan
konsumsi akhir.

b. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok
yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (supplier).

c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan

masyarakat.*

%®Drs. Arifin Sitio, M.Sc, Koperasi: Teori Dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), h, 15-4
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4. Asas-Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa inggrisnya disebut cooperative
principles ini berasal dari bahasa latin: principipium yang berarti basis atau
landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai:
cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. W. P. Watkins,
mantan direktur ICA, menyatakan bahwa principles itu adalah cita-cita
yang melekat pada koperasi. Cita-cita itu tetap (tidak berubah), sedang
praktik bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Jadi kita bisa berpegang
pada pendapat bahwa principle itu adalah cita-cita yang menentukan sifat
dari koperasi sebagai suatu organisasi.

Menurut Dr. Mohammad Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu
organisasi itu setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 asas tersebut. Dasar-
dasar moral:

1. Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu.

2. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat.*’

3. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.

4. Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati
orang untuk membeli diluar kemampuannya.®

Asas koperasi menurut UUD 1945 Nomor 25 Tahun 1992 tentang

perkoperasian pada bab 1 pasal 2 adalah asas kekeluargaan. Menurut

Sastra (1984: 6) didalam koperasi tujuan usahanya adalah untuk

%" Mohammad hatta, beberapa fasal ekonomi: djalan ke ekonomi dan pembangunan,
(jakarta: dinas penerbitan balai pustaka, cetakan keenam, 1960), h, 128

%8 Drs. Hendrojogi, M. Sc, Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), h, 32-33
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memenuhi kebutuhan para anggota. Dalam peraturan pemerintah NP 60
Tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi (pasal 2) yang
berisikan bahwa yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ditetapkan
pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.
Penjenisan koperasi antara lain koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi
peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan/industri, koperasi
simpan pinjam dan konsumsi.
. Fungsi Dan Peran Koperasi
Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidak-tidaknya
dapat dikelompokkan kedalam tiga aliran. Sebagaimana dikemukakan oleh
Casselman (1989), ketiga aliran tersebut adalah:
1. Aliran Yardstick
Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi
pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai
penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian
kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi
menghilangkan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada
sistem perekonomian kapitalis.
2. Aliran Sosialis
Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi
berbeda dengan pandangan aliran yardstick. Aliran ini memandang
sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap
rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi didalam masyarakat kapitalis
harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem

perekonomian kapitalis tersebut.
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3. Aliran Persemakmuran

Aliran ini dapat dikategorikan aliran tengah. Disatu pihak
sebagaimana aliran yardstick, aliran ini memandang sistem
perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus
dihancurkan, tetapi sebagaimana aliran sosialis, sepakat harus sistem
perekonomian kapitalis pernah dikoreksi, namun tidak di seradikal
aliran sosial.

Menurut aliran ini fungsi dan peran koperasi didalam
masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar,
tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagali
bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus terus
ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat
dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial:
1. Fungsi dalam bidang ekonomi
a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih
adil.
c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan
lainnya.
d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih
murah.
e. Meningkatkan penghasilan anggota.

f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
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g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan
perusahaan.

h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara
kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.

i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

2. Fungsi dalam bidang sosial

a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama,
baik dalam menyelesaikan mereka, maupun dalam membangun
tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.

b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban,
sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya
tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
adil dan beradab.

c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat
demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap
orang.

d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang tentram dan
damai.*

Koperasi Sebagai Soko Guru
Koperasi Unit Desa (KUD) pada awal terbentuknya mempunyai
visi, yaitu sebagai soko guru perekonomian bangsa dalam menganut pola

usaha bersama untuk mensejahterakan masyarakat, karena ide dasar

% Dr. Subandi, M. M., Ekonomi Koperasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 29-31
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pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945,
khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perckonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Didalam
penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling
cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Falsafah dan pandangan hidup (the way of live) bangsa Indonesia
tercermin dalam pancasila. Penjelmaan strukturnya adalah UUD 1945 dan
penjabaran operasionalnya dituangkan dalam GBHN (garis-garis besar
haluan negara). UUD 1945 merupakan ketentuan atau tata tertib dasar
yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita bangsa.
Sedangkan GBHN adalah merupakan rangkaian program-program
pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung
secara terus menerus.

Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini dikatakan bahwa
“produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan
koperasi (1) sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan (2) sebagai
bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut kamus umum
lengkap karangan Wojowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau

tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian
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dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau

“tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan

dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru
perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4
UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai
pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru
perekonomian nasional karena:

1. Koperasi mendidik sikap self-helping.

2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan
masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan diri atau
golongan sendiri.

3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.

4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan
kapitalis.

Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, koperasi tetap
dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas
dari jati diri koperasi itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya
selalu  mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas
pembangunan nasional seperti yang termaktub dalam GBHN.

Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam
setiap pelaksanaan pembangunan (GBHN, 1988) yaitu:

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahwa
segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan

dan dikendalikan oleh keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan yang
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Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral
dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan
pancasila.

Asas manfaat, mengandung arti bahwa segala usaha dan segala
kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan
pembangunan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian
nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan
hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan
berkelanjutan. Watak ekonomi dan sosial yang melekat pada jati diri
koperasi seperti yang akan diuraikan kemudian, memperjelas fakta
bahwa nilai-nilai asas manfaat ini sangat melekat pada  institusi
koperasi. Dalam koperasi, usaha-usaha yang ditangani harus
bermanfaat dan ditujukan demi peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Asas demokrasi pancasila, mengandung arti bahwa upaya mencapai
tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilakukan dengan semangat
kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan
dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Asas ini
sangat tercermin dalam diri koperasi terutama dalam rapat anggota.
Anggota sendirilah yang menentukan aturan-aturan organisasi yang
harus dipatuhi bersama tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak
luar koperasi. Disamping itu, adanya prinsip koperasi one men one
vote (satu anggota satu suara) akan semakin memperjelas pelaksanaan

asas demokrasi yang utuh.
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4. Asas adil dan merata, mengandung arti bahwa pembangunan nasional

5.

yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua
lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air, dimana setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati
hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan
darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara. Asas ini
sudah nampak pada sendi-sendi dasar koperasi yaitu pembagian Sisa
Hasil Usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota. Dasar
ini berwatak nonkapitalis karena pembagian SHU kepada anggota
adalah berdasarkan atas jasa usaha anggota tersebut, bukan
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,
mengandung arti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada
keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangnan,
keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat,
material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara,
pusat dan daerah serta antar daerah, kepemtingan perikehidupan darat,
laut, wudara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan
internasional. Koperasi, selain mengutamakan kepentingan pribadi
anggota-anggotanya, juga memikirkan kepentingan umum. Hal ini
dapat dilihat bahwa setiap koperasi senantiasa mencanangkan didalam
anggaran dasarnya ketentuan-ketentuan tentang penggunaan SHU-nya
untuk kepentingan masyarakat dilingkungan dimana koperasi itu

berada.
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Asas kesadaran hukum, mengandung arti bahwa dalam
penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan
penyelenggaraaan negara harus taat pada hukum yang berintikan
keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan
dan menjamin kepastian hukum.

Asas kemandirian, mengandung arti bahwa pembangunan nasional
harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan
serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Asas ini juga merupakan
salah satu sendi dasar koperasi yaitu swadaya, swakerta, dan
swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar percaya pada
diri sendiri. Dengan demikian asas ini juga melekat pada institusi
koperasi.

Asas kejuangan, mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan
pembangunan nasional penyelenggaraan negara dan masyarakat harus
memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian pribadi dan /
atau golongan. Dalam koperasi asas ini sangat jelas terlihat pada visi
koperasi yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu.

Asas ilmu pengetahuan dan teknologi, mengandung arti bahwa agar
pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir
batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan
nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-

nilai luhur budaya bangsa. Dalam pengembangan usaha dan
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lembaganya, koperasi tidak mengabaikan perkembangan IPTEK tanpa
mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa.*

Strategi pola pengembangan KUD mencirikan bahwa masyarakat
Indonesia yang umumnya tinggal dipedesaan dan sebagian besar bermata
pencaharian sebagai petani, hidup dalam kebersamaan ekonomi, sosial dan
budaya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. KUD yang merupakan
wadah petani dipedesaan untuk memenuhi pengadaan sarana produksi
pertanian, permodalan dan pemasaran hasil pertanian pada kenyataannya
tidak seindah visi yang dikemukakan.

7. Jenis-Jenis Koperasi
a. Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi

1) Koperasi Konsumen.
Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi
kebutuhan sehari-hari anggota.

2) Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan
produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.

3) Koperasi Simpan Pinjam
Kopeasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan

peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

0 Drs. Arifin Sitio, M. Sc, Ir. Halomoan Tamba, M. B. A, Koperasi: Teori dan Praktek,
(Jakarta: Erlangga, 2001), h, 131-133
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b. Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota
1) Koperasi unit desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan
masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama
kebutuhan dibidang pertanian.
2) Koperasi pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan pedagang
pasar.
3) Koperasi sekolah, vyaitu koperasi yang beranggotakan siswa
sekolah, karyawan sekolah dan guru.
4) Koperasi pegawai negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan
pegawai negeri.
c. Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya
1) Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2) Koperasi sekunder, vyaitu koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh

sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.**

B. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
Menurut Abdul Manan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

*! Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, (Yogyakarta:
2012), h, 4
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ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.** Dari definisi
tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian
tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan.
Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai
konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat.*?

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah
adalah “islamic economic aims the study of human falah (wellbeing)
achieved by organizing the resources of the earth on the basic of
cooperation and participation” ( ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk
melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang
dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong
royong dan partisipasi). Menurut definisi ini, M. Akram Khan tampaknya
mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut
Islam, yakni human falah (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan
mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini
juga bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktitas
ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak
saja didunia ini tetapi juga diakhirat kelak. Selanjutnya, definisi ini secara
implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai
tujuan itu, yakni kerja sama (ta’awun) dan partisipasi aktif dalam

mencapai tujuan yang baik.

“2 prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S. H., S.IP,M. Hum, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam
Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), h, 6-7
43 H
Ibid, h, 9
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah
adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara aktual
dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi
berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur’an dan As-Sunah serta
ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat
normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas aktual
manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.
Dalam ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja.
Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual,
dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.**

2. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Zainul Arifin prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis
besar, antara lain:

a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai
pemberian atau titipan tuhan kepada manusia. Manusia harus
memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi
guna memenuhi kesejahteraan secara bersama didunia yaitu untuk diri
sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan
tersebut akan dipertanggung jawabkannya di akhirat nanti.

b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu,

termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama

4 prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S. H., S.IP,M. Hum, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam
Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), h, 30
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kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan kedua
Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah,
apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama seorang
muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima, upah, pembuat
keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah swt
dalam Al-Qur’an.

d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi
yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi
Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh
beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi
kapitalis, dimana kepemilikan industri yang merupakan kepentingan
umum.

e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya
direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir, oleh karena itu
Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak
jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan
penindasan.

g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab)
diwajibkan membayar zakat.

h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk
pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan

perorangan, pemerintah maupun institusi lain.*

> Dr. Drs. Abd. Shomad, S. H., M.H., Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam
Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h, 74-75
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3. Konsep Ekonomi Islam
Said Sa’ad Marthon mengemukakan bahwa selain sistem bagi hasil
(profit and loss sharing), ekonomi syariah dibangun atas empat
karakteistik, yakni:

1. Dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi
kontemporer hanya konsep terhadap nilai yang dapat meningkatkan
utility saja, hanya terfokus kepada nilai materialize saja, sedangkan
ekonomi syariah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan
dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat;

2. Kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap
membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi
sepanjang dalam koridor syariah;

3. Dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta
isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah
dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Kepemilikan oleh
manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang haikiki
(istikhlaf), oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh
manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan
dengan kehendak Allah SWT;

4. Menjaga kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk

kepentingan masyarakat, atau sebaliknya.*®

“8 Ibid, h, 33



56

C. Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan (1993) landasan Ekonomi Islam didasarkan
pada tiga konsep fundamental, yaitu: keimanan kepada Allah (tauhid),
kepemimpinan (khilafah), dan keadilan (a’dalah). Tauhid adalah konsep yang
paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar
pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah
(berkait shalat, zikir, shiam, tilawat-al Qur’an dsb), mu’amalah (termasuk
ekonomi), muasyarah, hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa
alam semesta diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Esa, yang
sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Allah
ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari
setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian
didalamnya. Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak
bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran
ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah
kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah
sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan
mereka akan diberi pahala (reward) atau azab (punisment) dihari akhir kelak
berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia ini sesuai atau bertentangann
dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, konsep
kedua yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah konsep
kepemimpinan (khalifah) dalam rangka bertanggung jawab terhadap

manajemen alam dunia ini dan kelak akan dipertanggungjawabkan diakhirat.
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Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang
tertentu atau anggota ras, kelompok, atau negara tertentu. Dengan kata lain,
setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah
SWT dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna
persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan
ini akan menjadi seimbang dengan disertai konsep a 'dalah atau keadilan. Oleh
karena itu menegakkan keadilan dinyatakan dalam Al Qur’an sebagai salah
satu sifat yang sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat
Al-Hadid ayat 25:
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Artinya:  “Sesungguhnya kami (Allah) telah mengutus rasul-rasul kami
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan
bersama mereka al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan dan kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-Nya
padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi
maha perkasa.”

Dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi atau iqtishod yang
merupakan bagian dari muamalah secara umum didalam konsep Islam harus
memerhatikan prinsip tauhid, khalifah dan keadilan (a’dalah), yang harus
berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang

sejahtera (al falah).
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Syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen
untuk menjadi sebab kebahagian dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya
dalam bidang perekonomian, tujuan syariah Islam adalah menciptakan
keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan
mencari fadillah/ karunia allah). Keadilan disini, dipahami oleh seseorang
muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati Syariah
Islam (hukum allah) dan mengikuti petunjuk Rasullah SAW, bukan menurut
hawa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang
sebesar-besarnya.

Kesejahteraan ini dipahami dari bahasa Al Qur’an yaitu hayatan
thoyyibah (kehidupan yang baik) yang berarti tidak hanya meliputi kepuasan
fisik atau jasmani saja tetapi juga kesejahteraan rohani (sehat iman dan
ubudiah yang besar). Kesejahteraan identik pula dengan kebahagiaan atau
kemenangan dalam bahasa Al Qur’an yaitu al falah, al fauz yang akan
terwujud ketika seseorang taat kepada Allah SWT dan rasul-Nya sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 71:
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Artinya: “Maka aku (Allah) akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan

akan aku ampuni segala dosamu. Dan barangsiapa yang menaati

Allah dan rasul-Nya maka sungguh dia memperoleh kemenangan,
kemenangan yang besar.”*’

Dapat dipahami bahwa kesejahteraan identik dengan kebahagiaan atau
kemenangan yang akan terwujud ketika seseorang taat kepada Allah dan rasul-

Nya. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 71 yang menjelaskan

* LLukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), him, 4-6
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bahwa barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya maka dia akan
memperoleh kemenangan, kemenangan yang besar. Dapat diambil kesimpulan
bahwa jika ingin mendapatkan kebahagian dan kemenangan harus taat kepada
Allah SWT dan rasul-Nya, apabila sudah mendapatkan kebahagiaan dan

kemenangan maka seseorang dapat dikatakan sejahtera.



